PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN SAROLANGUN — JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN

SAROLANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADI SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 2223 TAHUN 2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK- HANAK
“TK AISYIVAH BUSTANUL ATHFAL I*
DESA BUKIT TIGDO KECAMATAN SINGKUT HABUPATEN SAROLANGUN

HEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERFPADU SBATU PINTU
EABUPATEN SAROLANGUN

Membaca : Surat Permohonan Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 Nomor

00/ PCASDY T ABA T VI 2024 Tanggal 26 P.GUETIJ"F 2024 Pﬂ'r.h.al.

Ft’rigajuﬂ_n lzin Operasional;

Mengingat : L Undang—undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendlidikan MNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R:_:publﬁv:
Indonesia Nomar 4301];

2.  Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarplangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muarm
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nemor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republic  Indonesia  MNomor 3903)
sebagalmana telah diubah dengan  Undang-undang nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
59 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebe, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor .3969}

3. Peraturan Presiden Nemor 97 Tahun 2014 ftentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sckolah [Mmha'mu Negara Eﬁpﬂhﬁk Indonesia
Nomor 3410}

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 f{eniang
Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi
sebagai Dasrah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9., Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Rt:pubmc.
Indonesia Nomor 20 'I‘ahun Enlﬂ tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pe . dan Kebudayaan Republile
Indonesia Nomor 51 Tﬂhun 2019 tentang Program belajar
Taman Kanak-kanalk;




Memperhatikan - 1

Petraturan Blipati Sarplnngun Nomor <44 Toahun 2022 Tentang

perubahan Atas Peralucan Bupati Sarolnnpun 91 Talon 2020

lentang Pendelegasinn Kewenangan Pelavanan Pereinan dan

Non Perisnan Kepada Kepala Dinas Peoanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupalen Samlangun,

Kepitusan Kepaln Dinas Penanamon Modal dan Pelayinan

Terpady Sotu Pintu Kabupalen Samlangun Momor (2 Tahun

2024 tentang Penclapan  Siandar Operasional  Prosedur

Pelayianan midn  Dinas Penaoaman: Modal dan Pelayanan

Terpadu: S:@tu Pintu Kabupaten Sarolangun;

3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satue Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun
2024 tentang Penctapan Standar Pelayanan Perisinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samlangun;

4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan  dan Kebudayvaan

Kabupaten Sarolangun Nomor : 4211/ 134/PAUDNL/ VI 2029

Tanggal 26 AGUSTUS 2024 Perihal OPERASIONAL.

MEMUTUSKAN

Menctapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN
TENTANG 1ZIN OPERASIONAL TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1
DESA BUKIT TIGO KECAMATAN SINGKUT KABUPATEN

SAROLANGUN

KESATU t Meamberikan fzin Kepada :

Nama : SITI JUWARIYAH, S.Pd.AUD

Jabatan :  Kepala Sckolah

Kewarpancgarasn :  Indonesia

Alamat : Desa Payo Lebar Kecamatan

Singkut Kabupaten Sarolangun

KEDUA - Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan

Menteri Pendidilean dan Kebudayaan Nomor 053/U /2001, maka lzin
Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan aampm
dengan 2 (dua) tmhun berikutnya dan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diperbaild sebagaimana mestinys;
KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

_ o N
L Bapal: Bupati Sarolangun (Sebagal laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab, Sarolangun



